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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori Sosialiasasi
1. Theory of Planned Behavior 
Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007:23), yaitu: (1) Behavior Beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, (2) Normative Beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, (3) Control Beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power). 
Arum (2012:38) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak sama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
Theory of Planned Behavior ini relevan untuk menjelaskan perilaku patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Motivasi dari dalam diri Wajib Pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan untuk menambah pengetahuan Wajib Pajak. Sanksi pajak yang dikenakan juga dapat membuat Wajib Pajak enggan untuk melanggar peraturan perpajakan, sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. 
2. Teori Atribusi 
Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu   

a. Kekhususan ( Kesendirian atau Distinctiveness ) 

Kekhusuan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal. 
b. Konsensus  

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal. 
c. Konsistensi  

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya. Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada faktor-faktor internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesan karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalannya dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal. Penelitian di bidang perpajakan yang menggunakan dasar teori atribusi salah satunya adalah penelitian Jatmiko (2006:44). 

Jatmiko (2006:51) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus, dan sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitiannya adalah bahwa sikap Wajib Pajak terhadap sanksi denda, sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus, dan sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
3. Teori Persepsi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sedangkan menurut Jusmartinah (2008:21) “persepsi merupakan proses dimana seseorang memperoleh informasi dari lingkungan sekitar yang memerlukan pertemuan nyata dengan suatu objek dan juga membutuhkan proses kognisi dan afeksi.”
Walgito (1997:83) dalam Hartoyo (2010:119) menjelaskan bahwa persepsi memiliki sifat yang subjektif, yaitu melibatkan tafsiran pribadi pada masing-masing individu, sehingga perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang berasal dari dalam individu atau dengan kata lain faktor psikologis yang mempengaruhi persepsi individu. Faktor tersebut diantaranya adalah: 
a. Ingatan 

Kemampuan mengingat setiap individu terhadap apa yang pernahdipelajari atau dipersepsikannya akan berbeda, ada yang cepat dan ada yang lambat. 

b. Motivasi  

Semakin besar motivasi individu terhadap objek tertentu maka semakin besar pula perhatiannya terhadap objek tersebut. Hal ini menjadikan objek tersebut akan semakin jelas dan mudah dipahami atau dipersepsikan oleh individu. 

c. Perasaan  

Masing-masing individu memiliki tanggapan perasaan yang berbeda dalam menerima rangsangan terhadap suatu objek, ada yang akan menjadi senang tetapi ada juga yang sebaliknya atau merasa terganggu, dimana hal tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek. 

d. Berpikir  

Cara berpikir seseorang dalam memecahkan suatu masalah berbeda-beda, ada yang berdasarkan logika dan pengertian tetapi ada juga yang hanya dengan coba-coba atau berdasarkan prediksi semata. Cara berpikir yang berbeda tersebut tentu akan mempengaruhi pemahaman seseorang dalam mempersepsikan suatu objek. 
Sedangkan Robbins (2006:124) menjelaskan bahwa selain faktor dari individu ada juga faktor lain dari luar individu yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek diantaranya adalah: 

a. Faktor objek 

      Semakin besar ukuran suatu objek, maka persepsi individu terhadap objek tersebut akan semakin jelas dan mudah dipahami. Begitupula jika intensitas objek yang dipersepsikan semakin sering ditunjukkan, maka objek tersebut akan sering diperhatikan sehingga akan lebih mudah untuk dipersepsikan. Sedangkan semakin besar suatu objek dipertentangkan dengan sekitarnya maka objek tersebut akan semakin menarik untuk diperhatikan. Hal ini juga membuat seseorang menjadi lebih mudah dalam mengemukakan persepsinya. 

b. Faktor Situasi 

      Merupakan suatu kondisi lingkungan dimana individu mempersepsikan suatu objek  tertentu. Kondisi ini bisa berupa hawa panas atau dingin, terang atau gelap, ramai atau sunyi dan sebagainya serta banyaknya waktu yang dipergunakan individu untuk mempersiapkan objek tersebut. 
Walgito (1997:84) dalam Hartoyo (2010:120) juga menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar individu dapat membuat persepsi, yaitu: 

a. Adanya objek yang dipersepsikan. 

b. Alat indera atau reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus (psikologis). 

c. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama dalam melakukan persepsi (psikologis). 

Hartoyo (2010:134) melakukan penelitian mengenai analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Analisis data dilakukan dengan uji T (parsial) dengan Rank Spearman, uji F dan uji determinasi (R2) dengan Regression Logistic. Variabel bebas yang digunakan adalah persepsi Wajib Pajak mengenai manfaat pajak, persepsi Wajib Pajak mengenai citra aparat pajak, persepsi Wajib Pajak mengenai keadilan pajak, dan pengetahuan teknis Wajib Pajak mengenai perpajakan, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi memiliki NPWP. 
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai manfaat pajak, persepsi Wajib Pajak mengenai citra aparat pajak, dan pengetahuan teknis Wajib Pajak mengenai perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi memiliki NPWP. Sedangkan variabel persepsi Wajib Pajak mengenai keadilan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi memiliki NPWP. 
4. Teori Sosialisasi Perpajakan 
Menurut Rimawati, (2013:144) “Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.”
Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak seperti yang dikutip oleh Toly dan Herryanto (2013:164), disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain: 

a.    Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak baru yang membutuhkan sosialisasi atau penyuluhan. 

b. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan. 

c.    Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya tax ratio. 

d. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis . 

      Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara   (Toly dan Herryanto, 2013:166) yaitu, sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan sedikit atau tidak melakukan interaksi dengan peserta, bisa dengan media elektronik maupun media cetak. 
Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam menyukseskan sosialisasi pajak ke seluruh Wajib Pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak (Winerungan, 2013:11).  
a. Indikator Sosialisasi Perpajakan
Sosialisasi perpajakan adalah “Upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013:144).”
Menurut Toly dan Herryanto (2013:166) sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 
1) 
Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak.
 2) Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada Wajib   Pajak dengan tidak atau sedikit berinteraksi dengan Wajib Pajak.
B. Kepatuhan Wajib Pajak
1. Pengertian Pajak 

Menurut Rachmat Soemitro (2012:5) Pajak merupakan “Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.” 
Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Menurut N.J Feldmann dalam Siti Resmi (2013:2) menyebutkan bahwa: Pajak adalah “Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.” 
Menurut P.J.A.Adriani dalam Oyok Abuyamin (2013:2) menyebutkan Pajak adalah “Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk mebiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.“
2. Ciri- ciri Pajak 

Menurut Oyok Abuyamin (2013:2) menyebutkan bahwa ciri-ciri pajak sebagai berikut: 

a.
Iuran rakyat kepada negara. 

b.
Pajak dipungut oleh negara (di Indonesia oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah).
c.
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. 

d.
Pemungutan pajak dapat dipkasakan. 

e.
Pemungutan pajak merupakan alih dana dari Wajib Pajak sebagai pembayar pajak (sektor swasta) kepada pemungut pajak/pengelola pajak (negara/pemerintah).
f.
Pajak mempunyai fungsi Bugeter (mengisi kas negara/anggaran negara) dan fungsi regulerent (mengatur kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi). 

g.
Tanpa adanya kontraprestasi (imbalan) secara langsung yang bersifat individual. 

h.
Hasil penerimaan pajak digunakan untuk membiayai tugas umum negara/pemerintah, baik rutin maupun pembangunan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Fungsi Pajak 

Menurut Siti Resmi (2013:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). 
a.
Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

      Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstenfikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Pennghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain. 
b.
Fungsi Regulerend (pengatur)

      Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 
4. Jenis Pajak 

Jenis pajak menurut Siti Resmi (2013:7) dapat dikelompokan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya. 

a. Menurut Golongan
1) Pajak Langsung
Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. 
2) Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. 

Untuk menentukan apakah pajak langsung atau tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajjiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas: 

a) Penanggungan jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.

b) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memilkul terlebih dahulu beban pajaknya. 

c) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak. 
b. Menurut Sifat 

1) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. 

2) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. 
c. Menurut Lembaga Pemungut

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.
2) Pajak Daerah. 
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh:  Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
5. Asas Pemungutan Pajak 
Terdapat tiga asas pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2013:10) yaitu: 

a.
Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

     Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik pengahsilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. 
b.
Asas Sumber 

     Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi. 

c.
Asas Kebangsaan 

     Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia. 
6. Sistem Pemungutan Pajak 

Siti Resmi (2013:11) menyebutkan bahwa dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu: 
a.
Official Assessment System 

      Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). 
b.
Self Assessment System 
      Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk: 
1)
Menghitung sendiri pajak yang terutang. 

2)
Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang. 

3)
Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. 

4)
Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. 

5)
Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. 
c.
With Holding System 
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakn yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. 
7. Tarif Pajak 

Oyok Abuyamin (2013:18) menyebutkan dalam bukunya Pajak Pusat dan Derah terdapat beberapa tarif pajak dalam pemungutannya antara lain: 

a.
Tarif tetap.
b.
Tarif Proposional/Tarif Sebanding. 

c.
Tarif Progresif. 

d.
Tarif Degresif. 
a.
Tarif tetap. Tarif dengan jumlah nominal pajak yang sama, tetap tidak berubah, tidak bergantung dengan nilai objeknya. 

      Contoh: Tarif Bea Materai 

b.
Tarif Proposional/Tarif Sebanding. Tarif dengan presentase tetap, tidak berubah. Besarnya pajak akan berubah proposional/sebanding dasar pengenaan pajaknya. 

      Contoh: Tarif PPN sebesar 10%. 

c.
Tarif Progresif. Tarif dengan presentasi pengenaanya akan semakin besar atau meningkat sesuai dengan dasar pengenaan pajak, yaitu pengahasilan kena pajak WP. Tarif ini dikenakan pada pajak subjektif, yaitu PPh. 

d.
Tarif Degresif. Tarif dengan presentase pengenaannya semakin kecil, menurun apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat (bertambah besar).
8. Utang Pajak 

Menurut Oyok Abuyamin (2013:18) timbulnya utang pajak berdasarkan:  

a.  Ajaran Formil 

Timbulnya uang pajak berdasarkan ajaran formil adalah wujud     dari sistem pemungutan pajak yang berdasarkan oficial assessment system. Menurut ajaran ini utang pajak timbul karena diterbitkannya penetapan dan ketetapan pajak. Penetapan dan ketetapan pajak ini dapat berupa: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT). 
b. Ajaran Materil 

Timbulnya utang pajak berdasarkan ajaran materil adalah wujud dari sistem   pemungutan pajak yang berdasarkan self assessment system. Jadi utang pajak timbul karena berlakunya hukum pajak. Hapusnya utang pajak dapat terjadi karena: pembayaran, kompensasi, kadaluarsa, pembebasan dan penghapusan. 
9. Prinsip Pengenaan Pajak atas Penghasilan

Oyok Abuyamin (2013:19) menyatakan bahwa terdapat dua prinsip pengenaan Pajak atas Penghasilan yaitu:  

a.
Global Income Taxation (Pengenaan Pajak Atas Penghasilan Secara Global) yaitu penghasilan Wajib Pajak baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri (dari seluruh dunia) wajib dikenakan pajak (World Wide Income). 

b.
Teritorial Income Taxes (Pengenaan Pajak atas Penghasilan Secara Teritorial/Regional), yaitu hanya penghasilan Wajib Pajak dari dalam negeri saja (di dalam daerah wewenang pemungutannya/yuridiksinya) yang wajib dikenakan pajak (Teritorial/regional income). 
10. Kendala Pemungutan Pajak
Pemungutan pajak tidak populer/tidak disenangi, oleh karena itu timbul adanya kendala, yaitu hambatan pemungutan pajak berupa perlawanan terhadap pemungutan pajak, yaitu berupa:
a.  Perlawan Pasif. 

Secara pasif Wajib Pajak tidak bayar pajak karena antara lain: 

1) Pemahaman tehadap hukum pajak yang masih kurang karena sulit dimengerti. 

2) Tingkat kepedulian dan kesadaran terhadap pajak yang masih perlu ditingkatkan.
3) Pengawasan pemungutan pajak belum berjalan efektif.
4) Pengawasan penggunaan hasil pemungutan pajak belum efektif. 
b.  Perlawanan Aktif.
Secara aktif Wajib Pajak bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak melalui perbuatan dan semua usaha yang ditujukan secara langsung kepada pemerintah/fiskus. Ada dua jenis perlawanan aktip, yaitu:
1) Tidak melanggar hukum pajak (Tax Avoidance), perbuatan dan semua usaha untuk mengurangi/meringankan pembayaran pajak dengan tidak melanggar hukum pajak. 

2) Melanggar hukum pajak (Tax Evasion), perbuatan dan semua usaha untuk mengurangi/meringankan pembayaran pajak dengan cara melanggar hukum pajak. 
11. Dasar Hukum Pemungutan Pajak di Indonesia 
a. Pasal 23 A UUD 1945. 

Pasal 23 A UUD 1945 menyatakan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
b. Reformasi (pembaharuan) dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia. 

Upaya pembaharuan UU Perpajakan (Tax Law Reform) dan pengembangan telah menghasilkan dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia, yaitu: 

1) UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terkahir diubah dengan UU No.28 Tahun 2007. 

2) UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. (PPh), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.36 Tahun 2008. 

3) UU No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terkahir diubah dengan UU No.42 Tahun 2009. 

4) UU No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994. 

5) UU No. 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000. (UU BPHTB tetap berlaku paling lama satu (1) tahun) sejak diberlakukannya UU No.28 tahun 2009 tentang PDRD). 

6) UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai. 

7) UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). 

8) UU No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP), sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 19 tahun 2000. 

9) UU NO. 14 Tahun 2000 Tentang pengadilan Pajak. 
12. Sanksi Pajak

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah lndonesia menerapkan self assessment system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri.
Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewaiiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya. Ada 2 macam Sanksi Perpajakan, yaitu:
1. Sanksi Administrasi

a. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.
Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.
b. Sanksi Aministrasi Berupa Bunga
Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.
Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga.
Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian. 
c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan
Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang. 
2. Sanksi Pidana

Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUP tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan kadaluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak formal. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.
C. Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan Wajib Pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Kiryanto, 2010:91). 
Ismawan (2001:56) dalam Hartoyo (2010:29) mengemukakan bahwa prinsip pajak yang diterima secara luas memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung self assessment system di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Ismawan juga menyebutkan bahwa kepatuhan sebagai fondasi self assessment system dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Program pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. 

2. Prosedur yang sederhana dan memudahkan Wajib Pajak. 

3. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif. 

4. Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil. 

Eliyani (1989:6) dalam Jatmiko (2010:13) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak diidentifikasikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan Wajib Pajak timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.  
Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal (Winerungan, 2013:38).
1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Nashuca dalam Siti Resmi (2013:139), menyatakan bahwa indikator kepatuhan Wajib Pajak antara lain:

a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.

b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT.

a. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

b. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.
D. Keterkaitan Sosialisasi dengan Kepatuhan Wajib Pajak
Tiraada (2013:4) melakukan penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kesadaran pajak, sanksi pajak dan sikap fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. 
Berly (2010:29) meneliti kepatuhan Wajib Pajak menggunakan variabel dependen kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Fermatasari (2013:15) melakukan penelitian kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Karees dengan variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Karees.
 Peneliti Toly dan Herryanto (2013:125) menyebutkan bahwa jumlah Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Fitriani (2011:17) juga melakukan penelitian mengenai kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan Fitriani (2011:17) menemukan bahwa persepsi Wajib Pajak tentang pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.  
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